
 

 

 
 

BUPATI PULANG PISAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 

NOMOR 37 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  

APARATUR SIPIL NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PULANG PISAU, 

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Nageri 

Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu melakukan 

perubahan kedua atas Peraturan Bupati tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan menyesuaikan 

perkembangan perundang – undangan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara  
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  Republik Indonesia Nomor 4150); 
 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan,  Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 

Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur 

di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 
 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 
 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
 
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 
 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 

Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 196); 
 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6340); 
 
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 180); 
 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 

Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 
 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 
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18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 
 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

483); 
 
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1842); 
 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 
 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 
 
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 
 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 

2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara 

atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 161); 
 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 
26. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 
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tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); 
 
27. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 tahun 

2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian 

Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147); 
 

28. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 

2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33); 
 
29. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 

2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri 

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 

tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842); 
 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 

04); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

  
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA. 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 05) 

diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pulang Pisau. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku 

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. 

7. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat 

BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau. 

9. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 

program. 

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa satuan keija atau unit kerja pada 

perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 

tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa 

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa. 

11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa 

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 
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dengan sasaran dan tujuan perangkat daerah. 

12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan 

dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah 

direncanakan. 

13. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil 

(outcome) dari suatu program yang merupakan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah 

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. 

14. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran 

(output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis 

dengan indikator kinerja program. 

15. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan 

ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai 

penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 

16. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan 

pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau 

tugas jabatannya sesuai tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

17. Perjanjian Kinerja atau disebut kontrak kinerja adalah 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk 

melaksanakan program/kegiatan/tugas yang disertai 

dengan indikator kinerja. 

18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 

program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 

kegiatan atau tugas yang dilaksanakan. 

19. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya 

disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada 

PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, 

disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah. 

20. Basic TPP adalah besaran tertinggi TPP yang digunakan 

sebagai dasar pengali pemberian TPP sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

21. Beban Kerja adalah volume dari hasil keija atau catatan 

tentang hasil pekerjaan yang dapat menunjukan volume 

yang dihasilkan oleh sejumlah pegawai dalam suatu 

bagian tertentu. 

22. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan 



- 8 -  

 

teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan. 

 
 
2. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 

28A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 

Pasal 28A 

(1) Penyelenggara Negara dan ASN tidak dapat diberikan TPP 

apabila: 

a. Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  

b. Penyelenggara Negara dan ASN terbukti secara sah 

dan menyakinkan menerima gratifikasi dalam bentuk 

apapun berdasarkan Keputusan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 

c. Penyelenggara Negara dan ASN yang terkena Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 

berdasarkan Keputusan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

d. Penyelenggara Negara dan ASN yang menggunakan 

dan/ atau membawa barang milik daerah yang tidak 

sesuai dengan peruntukan dan pencatatan.  

(2) Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendapat 

pemotongan TPP sebesar 20% selama 3 (tiga) bulan.  

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau. 

 

Ditetapkan di Pulang Pisau  

pada tanggal 30 Desember 2022 

BUPATI PULANG PISAU, 

 

Ttd 

 

PUDJIRUSTATY NARANG 

 

Diundangkan di Pulang Pisau 

pada tanggal 30 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

Ttd 

 

TONY HARISINTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 037   


